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'BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH
UNTUK PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DAN SISTEMATIK

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b
angka 1) dan angka 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kepala
Desa/Lurah berwenang untuk membuat Surat Keterangan
yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang
bersangkutan yang menguasai bidang tanah tersebut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, pemerintah daerah tidak perlu
melakukan validasi terhadap setiap penerbitan surat
keterangan tanah di Kabupaten Maros, sehingga
Peraturan Bupati Maros Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Tanah Untuk
Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan Sistematik di
Kabupaten Maros perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Maros
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Prosedur Penerbitan Surat
Keterangan Tanah Untuk Pendaftaran Tanah Secara
Sporadik dan Sistematik di Kabupaten Maros.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822); -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tahun 2004 Nomor 2043);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
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5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
S1 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah
Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6630);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6632);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997




Memperhatikan :

Menetapkan

tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2012 Nomor 4).

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG PROSEDUR PENERBITAN SURAT
KETERANGAN TANAH UNTUK PENDAFTARAN TANAH
SECARA SPORADIK DAN SISTEMATIK DI KABUPATEN
MAROS.

Pasal 1

Peraturan Bupati Maros Nomor 17 Tahun 2017 tentang Prosedur Penerbitan
Surat Keterangan Tanah Untuk Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan
Sistematik di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017
Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Diundangkan di Maroé

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 16 agustus 2021

BUPATI MAROS,

pada tanggal 16 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH,

. DAVIED SYAMSUDD

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 53




